
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 6 2 TAHUN 20 23 

TENTANG 

PED MAN PENYUSUNAN ANGGARAN PE NDAPATAN DAN BELANJ A DESA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

Menim ang 

Menginga t 

DE NGAN HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 20 Tah u 2018 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyusu n an An ggaran 
Pendapa tan dan Belanja Desa Tahun An ggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemb en tukan D a erah-daerah Kabupat en dalam 
Lingk u n gan Pr op insi J awa Barat (Berita Negara 
Tahu n 19 50) s e bagaimana telah d i ubah dengan 
Und ang-Un dang Nom or 4 Tahun 1968 tentang 
P em b entukan Ka bupaten Purwakarta d an Kabupaten 

ubang d en gan m engub ah Un d ang-Und ang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daer ah-daerah 
Ka bup aten dalam Lin gkungan Pr ovinsi J awa Barat 
(Lem b aran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 285 1); 

2 . Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaim ana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahu n 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir den gan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un dang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Un dang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pe1aksana Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diu ba h beberapa ka li tera khir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pem erin tah Nomor 4 3 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 
Tahun 2014 tentan g Desa (Lembaran Negara Repu lik 
Indonesia Tahun 2 0 19 Nomor 41, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 t entang 
Dana Desa y ang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Be1anja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indone sia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tarnbahan Lemb aran Negara Republik In d onesia 
Nomor 555 8), sebagaimana te1ah diubah d engan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 201 6 t entang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bers u mber d ari 
Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 016 Nomor 57, 
Tarnbahan Lemb aran Negara Repu blik In oneSla 
N omor 5864); 

6 . Peratu ran Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 14 
20 14 tentang Pedom an Pembangunan Desa 
Negara R ep u b lik In d onesia Tahun 2 01 4 
2 094); 

Tabun 
(Berita 
Nomor 

7. Peraturan Ment eri D alarn Negeri Nomor 20 Tahun 
20 18 tentang Pengelolaan Keuangan D esa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 18 Nomor 611); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 16 tentang Tata Cara Pemben tukan 
Produk hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Ta hun 2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerab Kab upaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tabun 2017 t e n t ang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 N om or 2, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 59); 

10. Peraturan Bupat i Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2017 
tentang Pe1impahan Kewenangan Bupati kepada 
Carnat (Berita D a erah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 
2017 Nomor 46); 

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3 3) ; 

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 
ten tang Pedoman Penge101aan Keuangan Desa (B erita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 8 N omor 
52); 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1 

Dalarn Per a turan Bupati ini yang d imaksud dengan: 
1. aerah adalah Daerah Kabupat en Tasikmalaya. 
2. e erintah Daer ah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara 

P m erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u rus an 
p m r intahan yang menj adi k ewenangan Daerah Otonom. 

3 . B pat i a d alah Bupati Tasikmalaya. 
4. Carna t adalah Carna t di Kabupat en Tasikmalaya. 
5. Kep ala Desa adalah Kep ala Desa di Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Anggaran Pen dapatan dan Belanj a Daerah selanj u tny a diseb u t APBD 

adalah ren cana keu angan tahunan pemerintah daerah yang d ibahas 
dan d is etujui bersarna oleh pemer in t ah d a erah dan D PRD dan 
ditet a p k an dengan Peraturan Daerah. 

7. Desa a dalah kesatuan masyarakat huk um y ang m em iliki batas 
wilayah yang b erwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemer intahan, kepen tingan m asyarakat setemp at ber d a s arkan 
prakarsa masyarakat, h ak asal u sul, danl a t a u h ak tradision al yang 
diaku i dan d ih ormati d alarn sistem pemerin tahan. 

8. Dana Desa adalah d ana yang b ersumber d ari Anggaran Pen d apatan 
dan Belanj a Negara y ang diper u ntukk an bagi Desa yang d itransfer 
melalui An ggaran Pen dap a t an dan B e1anj a D a erah dan d igunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pem er intahan, p e1aksanaan 
pembangun an, pembinaan k emasyarakatan, d an pem b erdayaan 
masyaraka t . 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu p erangkat Desa 
sebagai unsur p enyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Pemerintahan Des a adalah p enyelenggaraan u rusan pemer intahan 
dan kepentingan m asyarakat setempat dalarn sistem Pemerin tahan. 

11. Peraturan Desa a dalah peraturan perundang-und angan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa sete1ah d ibahas dan disepakati bersarna 
Badan Permusyawaratan Desa. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalarn r angka 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai d engan uang 
termasuk didalarnnya segala bentuk kekayaan yang b erhubungan 
dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD a dalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang m en arnpung 
seluruh penerimaaan Desa dan untuk membayar se1uruh 
penge1uaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari pen duduk Desa berd a sarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
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15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor an, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya dis ingkat 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebij akan 
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam p enyusun an, 
pembahasan dan peneta pan APB Desa. 

18. Alokasi B a gian Dari H asil Paj ak Daer ah d an Retribu si Daer ah, 
selanjutny a disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribu si, adalah b a gian 
dari p en e rimaan Pajak dan Retribusi yang d iterim a oleh Pem erintah 
D a erah, yang diberikan oleh Pemerint ah Daerah kepada p emerin tah 
d esa di wilayah Kabupaten Tasik m alaya. 

19. Alok asi Dana D esa, selanjut n ya disingkat ADD, adalah d ana 
p erim bangan yang d it erima kabup aten dalam anggaran pendapa t an 
d an b elanja daerah kabupa t en s etelah dikurangi Dana Alokasi 
Kh su s. 

20. Re cana Pem bangunan J angka Menengah D esa yang s elanjutnya 
disi gkat RPJ M Desa a d alah d okumen p er encana an desa untuk 
period e 6 (en am) t ahun. 

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya d isebut RKP Desa, 
adalah penja baran dari Ren cana Pe m bangunan J angka Me engah 
Desa u n tuk j angka waktu 1 (satu) tahu n . 

22. Penerim aan Desa a dalah u ang yang masuk ke rekening kas Desa . 
23 . Pengel aran Desa adalah uang yang keluar dari rekenin g kas Desa. 
24. Pen a patan adalah semu a penerimaan Desa dalam 1 (sa tu) tahun anggaran 

yang m enjadi hak Desa dan tidak perlu dikem balikan oleh Desa. 
25. Belanja Desa adalah semua pengelu ara n yang m erupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu ) tahun anggaran yang tidak akan d iterima kem bali oleh Desa. 
26. Pembiayaan Desa adalah semua pen erima an yang perlu d ibayar kembali 

dan/atau pen gelu aran yang aka n diterima kem ba li, baik pa da tahun 
anggaran yang ber sangkutan maupu n pada tahu n anggaran berikutnya. 

27. Pemegan g Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PKPKD a dalah kepa la Desa atau sebutan n ama lain yang karena 
jabatannya mempunyai kewen angan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuan gan Desa. 

28 . Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah perangkat Desa ya ng m elaksa nakan pengelolaan keuangan Desa 
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD. 

29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
PPKD. 

30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas 
PPKD. 

31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tuga s PPKD. 

32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerim aan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank 
yang ditetapkan. 
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33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya d isingkat BUM Desa adalah 
badan usaha yang seluruh atau se bagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsun g yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan m a syarakat Desa. 

34. Dana Cadangan adalah dana yan g disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

BAB II 
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

Pasal2 

(1) ang lingkup Pedom an penyusunan APB Desa Tahun A ggaran 
2 0 24, meliputi: 
a . s in kron isasi kebijakan pemerintah daerah k abupaten engan 

k ewenangan Desa dan RKP Desa; 
b. P . nsip penyusunan APB Desa ; 
c. kebijakan penyusun a n APB D esa; 
d. t eknis p enyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya . 

(2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun A ggaran 
202 4 s ebagaimana dimaksud p ada ayat (1) tercantu m dalam 
Lamp iran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P raturan 
Bu a t i ·ni . 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa s al 3 

Peraturan Bu p ati ini mulai berlaku p a da t anggal diun d angkan. 

Agar seti p orang m en getahuiny a , m em erin tahk an pen gundangan 
Peraturan Bupati in i dengan pen empatannya d alam B erita Daerah 
Kabupaten T a sik m alaya. 

di Singaparna 
29 Desember 2023 

I S DAERAH 
. ASIKMALAYA, 

BERITA D ERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 62 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
62 TAHUN 2023 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE SA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

A. S K ONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KE EN NGAN 
ESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. 

RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi rg isasi 
Perangkat Daerah dalam penyusun a n Rencana Kerja (Renja) Tahun 2 24 dan 
me pakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusu n Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. RKP Desa Tahun 2024 dio nakan 
sebagai pedom a n dalam proses penyusunan Rancangan Peratur Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 
2024 . 

Pen sunan RKP Desa merupa kan upaya da am menjaga kes i ambungan 
pem a n gunan terencana dan sis tematis yang dilaksanakan oleh masing­
masin g desa den gan m emanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia 
secara optimal, efisien, efektif dan akuntabe den gan tuju an penanggulangan 
kemi kinan dan men ingkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 
kearifan lokal / local wis d om. 

Ber asarkan hal terse bu t Pemer in tah Desa harus m endukung 
terca ainya priorita s pembangunan daerah yang mendukung pem angunan 
nasion al sesuai dengan poten si dan kondisi m asing-m a sing d sa, mengingat 
keberha silan pencapaia n prior ita s pemba n gunan daerah yan g endukung 
pembangunan nasion al d imaksu d sangat tergantung pada sinkronisasi 
kebijakan antara Pemerintah Daerah den gan Pem rinta h Desa yang 
dituangkan dalam RKP Desa. Untu k itu, Pemerin tah Desa da lam menyusun 
RKP Desa Tahun 2024 m empedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 114 Tahun 201 4 ten tang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan 
Menteri Desa, Pemba n gunan Daerah Tertinggal da n Transmigrasi Nomor 20 
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sebagaimana telah di u bah dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah dan Transm igrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 bertema 
"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan" 
Dari RKP 2023, Pemerintah menjabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas nasional, 
antara lain: 
1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan 

berkadilan; 
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan; 
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3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing; 
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan; 
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi 

dasar; 
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim; 
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan 

publik. 

Dalam pe1aksanaan RKP 2024 memiliki pedoman 8 arah kebijakan, 
antara lain: 
1. Pengurangan kem iskinan dan penghapusan kemiskinan eks rem; 
2 . Pen ingkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 

Penguatan daya saing usaha; 
4. evitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 
5 . P mbangunan rendah karbon dan transisi energi; 
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 
8. elaksanaan Pemilu 2024. 

a n pada tahun 2024, isu s trategis Pemerintah Provnisi J a a Barat 
an ta ra lain: 
1. Ku alita s dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; 
2. Pemba ngunan ekonomi berkelanjutan; 
3. Pem erataan pembangunan wilaya h dan infrastruktur dasar; an 
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah. 

an pada tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
memfokuskan pada tema "Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat 
Di Sega la Bidang". Sedangkan prior itas pembangunan Pemerit Provinsi 
Jawa Barat d i titik beratkan pa da bebera pa bida ng, m eliputi : 
1. Penyelen ggaraan pemerin tahan ya ng bermutu, akuntabel an berbasis 

ilm u pengetahuan; 
2. Ma yarakat yang cerdas, produ k tif dan berdaya sain g tinggi; 
3. Pengelolaan pertanian dan kelauta n; 
4. Energi baru dan terbarukan; 
5. Industri manufaktur, indus tri jasa dan industri kreatif; 
6. Infrastruktur yang h andal dan pengelolaan lingkungan h idup yang 

berimbang u ntuk pembangunan berkelanjutan; 
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata. 

Sedangkan, prioritas khusus daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam 
percepatan pembangunan tahun 2024 sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan 
dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan 
Anggaran dan Belanja Desa sebagai berikut : 
a. Seiring dengan meningkatnya inflasi di tahun 2023 yang terjadi secara 

nasional, tingkat inflasi di Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori 
ringan atau creeping inflation karena kurang dari 10% per tahun. Dalam 
rangka peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2024, 
setiap Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk: 
1) Promosi Kesehatan dengan menciptakan Gerakan Masyarakat (Germas) 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 
2) Pencegahan stunting di Desa, melalui : 

a) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), 
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

b) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa; 
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c) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stuntingme1alui 
rumah Desa sehat dan dengan di lakukannya kegiatan rempug 
stunting; 

d) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan 
gizi dan pengasuhan anak me1alui kegiatan: 
(1) kesehatan ibu dan anak; 
(2) konse1ing gizi; 
(3) air bersih dan sani asi; 
(4 perlindungan sosial un uk peningkatan akses ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan 
admin is tras i kependudukan; 

(5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidika n Anak 
Usia Dini (PAUD); 

(6) pengasuhan anak di kelu arga termasuk pencegahan per a inan 
a nak;dan 

(7) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, 
balita dan anak sekolah. 

alam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, desa 
mengalokasikan anggaran u n tuk penanganan a nak tidak sekolah 
dalam rangka kembali bersekolah. 

b. alam rangka peningkatan kualita s dan daya saing ekon m i rakyat, 
den gan refocusing pada pemulihan ketahanan ekonomi s kt pertanian, 
perikanan, perdagangan, u saha mikro dan pekerja in forma, setiap Desa 
m enganggarkan untuk: 
1) Pembentukan, pengembangan, dan revita lisasi badan u s ha milik 

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan me1ipu ti : 
a) pendirian badan usaha m ilik Desa dan I atau badan u s ha milik 

Desa bersama; 
b) penyertaan m odal badan u sah a m ilik Desa danl a au badan usaha 

m ilik Desa bersama; 
c) penguatan permoda la n badan u saha milik Desa danl tau badan 

usaha m ilik Desa bersama ; dan 
pengembanga n u saha badan usaha milik Desa danl atau badan 
usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembanga n produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawa san perdesaan. 

2) Dalam h al men dukung terca painya program pokok Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) , Pemerintah Desa dapat 
menganggarkan kegiatan yang mendukung program Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan 
memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan 
keuangan desa melalui kegiatan pembinaan PKK an tara lain melalui 
kegiatan : 
a) Pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan ke1uarga 

sejahtera (UPPKS); 
b) penyelenggaraan forum warga untukpenyusunan usulan kelompok 

marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, 
penghaya t kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, 
dan kelompok rentan lainnya; 

c) pemberian bantuan hukum bagi ke1ompok marginal dan rentan; 
d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk 

membentuk kesalehan sosial di Desa; dan 
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e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa. 

3) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur 
Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan 
bimbingan teknis atau pe1atihan dengan tetap memperhatikan as as 
manfaat, efek tif dan efisien serta kemampuan keuangan Desa, antara 
lain u ntuk: 
a) Peningka tan kapasitas bagi Kepala Desa; 
b) Pen ingkata n kapasitas bagi Peran gkat Desa; 
c) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa ; 
d) Penyelenggaraan pencata t kehadiran elektronik. 
Peningkatan kapasitas sebaga imana dimaksud pada huruf a ), huruf b) 
dan huruf c) meliputi di bidang : 
a) Pemerintahan dan hukum ; 
b) Perencanaan pembangun an; 
c) Pengelolaan keuangan dan aset desa; 
d) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 

4) Dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Informasi Desa di 
Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Desa dapa t menganggarkan 
kegiatan yang mendukung program tersebut dalam APB Desa seperti : 
a ) Inventarisasi dan penilaian aset desa; 
b) Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 
c) Pelatihan SIPADES; 
d) pemben tukan forum data Sistem Informasi Desa tingkat esa; 
e) belanja jarin gan internet, belanja pengadaan/pem eliharaan 

website desa sesuru ketentuan yang berlaku da n tetap 
m emperhatika n asas efektif dan efisien serta ke ampuan 
keuangan desa. 

5) ntuk memperkuat ta ta kelola pemerintahan desa yang demokratis 
dan berkea dilan sosial serta men dorong partis ipa si m a syarakat dalam 
penyusuna n kebijaka n desa agar setiap desa m en galokasikan 
anggaran u ntuk kegiatan : 
a ) pelaksanaan musyawarah dusun; 
b) pe1aksanaa n musyawarah desa; 
c) pelaksanaan musrenbangdes; 
d) pe1aksanaan musyawarah kelompok; 
e) operasion a l satu an tugas penanggulangan kemiskinan desa; 
f) pe1aksanaan rembug stunting; 
g) pelatihan tim penyusu n RPJM Desa dan RKP Desa; 
h) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa 

(KPMD); 
i) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK). 

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA 

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip 
se bagai berikut: 
1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa 

berdasarkan urusan dan kewenangan desa. 
2 Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 
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3 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan : 

No. Kegiatan !\lokasi Waktu 

l. Penyusunan RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan 

2. Penetapan RKP Desa palin g akhir bulan September tahun berjalan 

3. PenyusunanRancangan dimulai bulan Oktober tahun berjalan 
APB Desa 

4. Peneta pan APB Desa palin g lambat 31 Desember tahu n berjalan 

5 . La poran Pelaksanaan pa ling lambat minggu kedua Bu lan J u li 
APB Desa Semester I tahun anggaran berjalan 

Perubahan APB Desa d ilaksanakan maksimal 1 kali dalam sa t 
tahu n anggaran kecuali dalam keada a n luar 
biasa 

7. La poran realisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir 
pertanggungjawaban tahu n anggaran berkenaan 
pelaksanaan APB Desa 

4 Transparan, untuk mem u dahkan masyarakat mengetahui dan 
en dap atkan a kses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa. 

5 APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 
(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan t nggal 31 

esember. 
6 Par tisipatif, dengan m elibatkan peran serta m a syaraka . 
7 Tida k bertentangan dengan kepentinga n umu m, pera turan perundang­

u dangan ya n g lebih tinggi dan perat ran daera h lainnya. 

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA 

Kebijakan yang perlu menda pa t perhatian Pem erintah Desa dalam 
penyusun an APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu terkait dengan 
pendapatan desa , belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyus nan APB Desa 
disusun den gan menggun akan pendekatan penganggaran berdasarkan 
pre stasi kerja. Pen dekatan pen gan ggaran berda sarkan pre stasi kerja 
dilakukan dengan m emperhatikan keterkaitan anta ra pendanaan dengan 
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang 
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 
Pre stasi kerja yang dimaksud adalah berda sarkan pad a : 
1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 

kegiatan yang direncanakan; 
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran pre stasi kerja yang 

akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap kegiatan; 

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barangj 
jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
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D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA 

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 
Anggaran 2024 sebagai berikut : 
a . pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa; 
b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana 

anggaran; 
c. biaya (RAB); 
d. RAB ditandatangani oleh Kepala SeksijKepala Urusan yang ditetapkan 

seba gai pelaksana kegiatan; 
e. penetapan pelaksana kegia tan dilaksa nakan pada saa t enyusunan 

RKP Desa; 
f. KP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2023; 
g. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa;Kepala Desa a n BPD 

wajib menyepakati bersam a rancangan Peraturan Desa ten tan g APB 
Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat Bulan November 2023 ; 

h. eraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan 
aling lambat tanggal 31 Desember 2023; 

1. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang enjabaran 
APB Desa setelah Pera turan Desa tentang APB Desa ditetapka n ; 

J. Perubahan APB Desa hanya da pat dilakukan 1 kali dalam satu tahun 
anggaran kecuali dalam keada a n luar biasa sebagaimana diat r dalam 
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 20 18 tentang Pedoman en gelolaan 
Keuangan Desa. 

2 . u bstansi APB Desa 
APB Desa memu at rencan a pendapata n, rencana be nja untuk 

m a sing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiaya an untuk 
tahun yang direnca naka n dirinci sampai dengan obyek pen dapatan, 
b la nja da n pembiayaan. 
a . P ndapatan Desa 

Pen dapatan Desa yang diangga rkan dalam APB De a Tahun 
An ggaran berkenaan merupakan perkiraan ya n g terukur secara 
ra sional da n m em iliki kepastian serta da sar h u kum pen erimaannya. 
Dalam h al pem erin tah Kabupaten belum menetapkan be saran dana 
transfer ke Desa maka Pem erintah Desa dapat m en ggunakan pagu 
indikatif dan j atau pa gu tahun sebelu mnya . 

Pendapatan desa merupaka n semua pen erim aan desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh desa. 
1) Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri 
atasjenis : 
a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa; 
b) hasil aset, an tara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar 

desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul 
dan kewenangan lokal berskala desa; 

c) swadaya, partisipa si dan gotong royong a tau penerimaan dari 
sumbangan masyarakat desa; dan 

d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. 
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a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya 
berpedoman pad a Peraturan Bupati; 

c) Alok a si Dana D sa ym g berasal dari APBD berpedoman pada 
Peraturan Bupati; 

d) Bantua n keuangan dari APBD Provinsi dapat bers ifat u mum dan 
khusus. Bantuan keu angan bersifat khusus tersebut d ikelola 
dalam APB Desa teta p i tidak diterapkan dalarn keten tuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) da paling 
banyak 30% (tiga puluh persen); dan 

e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pem berian 
Bantuan Keu a ngan kepa da Pemerintah Desa yang ber if a t umum 
dan khusus yang bersum ber dari APBD Kabupaten Ta si malaya 
dan tidak ditera pkan dala m ketentuan penggunaan p ing sedikit 
7 0% (tujuh pulult ~)ersen dan pa ling banyak 30% (tiga puluh 
persen) berpedomFln pada Pera tu ran Bupati. 

3) Pendapatan Lain 
a) penerimaan da Ii h asil kerja sarna desa; 
b ) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi d i desa; 
c) penerimaan da r i h ibah d an sumbangan dari pihak ketiga ; 
d) korek si kesa lahan be1anja tahun a nggaran sebelum nya yang 

m engakibatkan penerim aan d i kas desa pada tahun anggaran 
b erjalan; 

e) bunga bank ; dan 
f) pendapatan lain desa yang sah. 

Da lam h al Pera turan Desa tentang APB Desa Tahu n Anggaran 2024 
telah ditetapka n terdapat p eruba han pendapatan yang bersumber 
dari dana transfer maka pemerinta h desa tetap terlebih dahulu 
m ela kukan Perubahan Pera turan Kepala Desa tenta ng Penjabaran 
APB Desa Tahun /\.nggaran 2024 dengan pem beritahuan kepada 
Ketua BPD, u ntuk selanjutnya ditampung dala m Perubahan APB 
Desa Tahun Anggaran 20 24 atau dican tumkan dalam laporan 
realisasi a nggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan 
Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024. 

b. Belanja Desa 
Semua pengeluaran yang m erupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang t idak akan diperoleh pembayarannya kembali 
dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa 
dan disusun secara berimbang an tara penerimaan dan pengeluaran, 
yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang 
direncanakan merupakan belanja desa. 

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa , pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 
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Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rmCl 
menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa 
dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barangjjasa, 
dan belanja modal, 

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang 
akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa, 
Standar sa ua harga m nga u ha ga sa uan a bupaten sebagai 
patok a n e 'nggi. Jika e dapa h a ga satuan mate ial j 'asa yang lebih 
tin ggi dari Kabu pa ten, m aka Desa h arus m enyampa'kan a lasan yang 

a disert a i d gan ber' ta acara s rvei h arga . 
Sehubungan dengan he tersebut, penggunaan APB es harus 

lebih fokus terhadap kegiata . a ng berorientasi produktif dan m e iliki 
manfaat untuk n ingkatk a kualitas sumber daya m anusia, 
pelayanan pUblik; dan pertu b han ekonomi desa, 

Pemerintah Desa meneta k a n target capaian kineIja setia b lanja, 
baik dalam konteks desa, m a u pun bidang, sub b 'dang dan kegiatan, 
yang bertujuan untuk m en ingkatkan akuntabilitas e ren canaan 
a nggar dan m em perjela efektifita dan p n ggunaan 

a n, g , sub bid a g dan ke m e berikan 
informasi yang je as dan te ku erta i la ngsung 

a n ya n g i ar dari bida g, b b id g dan 
d d it' 'a u ari s indikat , to ok kur d a n target 

e a ya n ditetap k n dalam APB Des digunaka n dengan 
ketentua : 
1) paling sediki 7 0;( (tuj h puluh ersen) da i jumlah nggaran 

bel nja desa u n tuk mendanai : 
a penyelenggaraan m r' tahan d es termas k belanja 

oper ional pe erin ha de a dan insen tif ruk n t tangga dan 
kun wa r o ; 

. ) p elak san a pe. bangu an esa; 
c) pem b ' n a an k masyarak a tan desa ; d ) pem berdayaa n masyarakat 

desa , 
2) p a ling banyak 3 0% (tiga pul h persen d a ri jum l h a n ggaran belanja 

Des un uk m en danai: 
a) penghasi an t tap dan unjangan Kepa a De a , Sekretaris Desa, 

dan Pe angka Desa lain ya; dan 
b) tunjangan d ope asional PD, 

3) Belanja desa digunakan un . k m enyelenggarakan kewenangan desa: 
1) Bidang Penyelenggaraan Pe erintahan Desa 

Klasifikasi Bidang Pemerin tahan Desa terbagi dalam sub bidang : 
(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa : 
01) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 
02) Penyediaan pengh asilan tetap dan tunjangan Perangkat 

Desa; 
03) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 
04) Pen yediaan opera s ional pemerintah desa (ATK, honorarium 

PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
dinas j atribut, listrikj telpon, dll); 

05) Penyediaan tunjangan BPD; 
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06) Penyediaan operasional BPD (rapat , ATK, perlengkapan 
perkantoran, perjalanan dinas, dll); 

07) Penyediaan insentifj operasional RT jRW; 
08) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa; 
09) Tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa tidak 

berbengkok; 
(2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa: 

1 . aJ: a (a ap p an nj pemerintahan; 
021 emeli .laraan gedu .lgjp asa ana kan 0 desa ; 
03) Pem bangun a n pra saran a kantor Desa; 
04) Rehabilitas i Gedun g Prasarana Kantor Desa; 
05) Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa. 

(3) Sub Bidang Admi i trasi Kependudukan, Pencata tan Sipil, 
Statistik, an Kearsip a n : 
01) Pelayanan adminis trasi umum dan kependudukan (surat 

pengantar/pelayanan K , akta kelahiran, kart k luarga, 
dll); 

02) Penyusunan/pe a taan/pemutakhiran profi a; 
3) Pengel 1a" n adm i istra ·' i an kearsi an pemerintahan 

de~a; 

4 p .. . n da~ r a t tentang 
1 ependuduka e ca tatan sipil; 

metaa n da a nalisis emiskin an d sa se a ra artisipatif; 
e sunan/pen taan j emutakh ' an pot n s i de a; 

07) Penyu s nan/ enda taanJ e u takhira monogrr fi desa; 
8 ) Pen. sunan/penda taanjpemu takhiran aSlS Data 

Terpa d u penduduk miski ; da 
09) lain-lain kegiata sub bidan a dminist a i kep n udukan, 

Jenc tatan s i 'I, st t ' ~ tik dan kears' a . 
4 Sub Bida g Tr . a Pr"-ja Peme . ntahan , Perencanaan, euangan, 

dan elap ran : 
01 Peny 1 ngga raan musr bang es j em ah an APB Desa 

(m u sdes, mu sr n bangdes j pra- srenbang es, dll" 
bers ifat regu er); 

2) Pe yelenggaraan musyawa ra h desa ainnya (musdus, 
rembu g warga, dll" yang bersifat n o -reguler sesuai 
ke ltuha n desa); 

03) P yusunan d ku en renca n aan desa RPJMDesj 
RKPDe , dll; 

04) Penyusunan do men keuangan desa (APB Desaj 
Perubahan AP DesajLPJ APB Desa, dan se1uruh 
dokumen terkait); 

05) Pengelolaanj administrasij inventarisasij penilaian aset 
desa; 

06) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar 
dokumen rencana pembangunanjkeuangan); 

07) Penyusunan laporan Kepala Desaj penyelenggaraan 
pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan 
akhir mas a jabatan, laporan keterangan akhir tahun 
anggaran, informasi kepada masyarakat); 

08) Pengembangan sistem informasi desa; 
09) Koordinasijkerja sarna penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa (antar desa/kecamatan/ kabupaten, 
pihak ketiga, dll. ); 
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10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian 
anggota BPD dan Perangkat Desa; 

11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman 
kontingen dalam mengikuti lomba desa; 

12) Koordinasi/Kerja sarna Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Desa Antar Kawasan Desa; 

13) Koordinasi/Kerja sarna kawasan Pembangunan Desa Antar 
ar aar; 

14) Koo d 'n a si j ja sarna enye enggaraa Pe erintahan dan 
Pemba ngunan Desa Antar Desa antar Kab pa en; 

15) Koo dinasi/ Ke j a sarna awasan ; 
16) Kerjasarna Penye1enggaraan Pemerinta n dan 

Pembangunan Des Pihak Ketiga; dan 
17 lain-lai kegiata ub bidang tata praja pemen tahan, 

perencanaan, ke . angan dan pelaporan, 
(5 Sub Bidang Pertanahan : 

01) Sertifikasi tanah kas desa; 
02) Administrasi pc tanahan (pendaftaran a h , dan 

pemberian regist asi agenda pertanahan); 
F' _ ilit:=tsi sertifikasi tanah untuk mas arakat miskin ; 

o 
yuluhan rtan ha ; 

'nistra s ' 1 a 'ak b m ' dan ban 
07) . eI t ani encgasan s tan esa; 
08) _ emban gu.nan bata.' atok T' n ah ka esa; 
09) Pembangunan batae> /patok antar Desa; an 
1 ) lain-lain k giata ub bid ng ertan h an yan g menjadi 

kew n angan Desa. 

2) Bidang elak an' an e b r n u nan Desa : 
la ifika i Bi an elak,'anaan P mb ng a n Desa terbagi dalam: 

(1 ) ubBi a g Pe didik 1 : 
0 1) gga a PA D/ K/ P /TKA/TPQ/ adrasah Non-

ilik esa (bant a n h on o pengaJ , pakaian 
se agam, operas ion 1, dll.); 

02 Duk ngan p n leng aan PA D ( E, Sarana PAUD, 
d ,); 

03) enyu uha dan pelatihan pend'dikan bagi masyarakat; 
04) Pem 'haraa. saran a dan prasara n a perpustakaan/ taman 

bacaan de /sa ggar belajar milik desa; 
05) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/ 

TKA/TPQ /Madra 1 Non-Formal milik desa; 
06) Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan / pengadaan 

sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/ 
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa; 

07) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan 
prasarana perpustakaan / taman bacaan desa/ sanggar 
belajar milik desa; 

08) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku­
buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman 
bacaan desa); 

09) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; 
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11) Penyelenggaraan Madrasah Non-Formal Milik Desa 
(bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, 
dll.); 

12) Pembangunan j Rehabilitasij Peningkatan j Pengadaan 
SaranajPrasarana Madrasah Non Non-Formal Milik Desa; 

13) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Madrasah Non­
Formal Milik Desa; 

1 aran ustakaan j Taman 
Ba aa Desaj angga 

5 Pen ingkatan Sarana Pra sarana Perp stakaanjTaman 
B caan De ... ,a. j Sanggar Belaja Mi ik Desa; 

16) Rehabilitasi Sara najPra.saranaj Alat Peraga Ed ka tif (APE) 
PAUD jTK jTPAjTKAjTPQ Milik Desa; 

17 ening tan Saran j Prasaranaj Alat Peraga Eduka tif (APE) 
PAUD jTK /TPA j TKAjTPQ Milik Desa; 

18) Pengadaan Saran a / Prasar a j Alat Peraga Edukatif (APE) 
PAUD/TK /TPA/T /TPQ Milik Desa; dan 

19) lain-lain kegiatan s b bidang pendidikan. 
(2) S b Bidan K sehatan : 

01 ) Pen el n ggaraan p s kes ~hatan dcsa (P D) j olin es milik 
e. a 0 - 0 a ta 1 , ta 'f b ' d a j perawat 

a , penycdia a pc ay nan KB dan a kon ra scpsi bagi 
1 a rga m' s in, dst ; 

02) e _ e engg raan syan (mak ha . , elas ibu 
amil, ke1as lansia, insentif ka er 0 y ndu); 

0 3) Peny 1 han dan pelatihan bidang kesehatan (untuk 
masya raka t, tenaga keseha t n, kader kesehatan, 11); 

04) Penyelenggaraan d esa siaga kesehatan; 
0 5 Pembinaan p... n g er remaj (PMR t 'ngkat desa; 
06) en ga. u h- 1. bersa m ata bin a keluarga a lita (B B); 
07 P mbin a a n dan en awa an paya k , eh ata tradisional; 

8) Pemeli araa n sa. ana jp sar n a po yanduj polindesj pkd; 
0 ) em ban gunan/ r ,h a bi itasij pen ingkatanjpenga aan 

s anaj rasarana posyandu/ po.in des/ PKD; 
) Pe elihara n/Pen gadaan Sara n a jPrasa rana Posbindu; 

1) Penye enggaraan Posbindu (P K Remaja , Insentif kader 
Pos ind ; 

12) Op rasio ~al der emberdayaan Masyarakat Desa 
(KPMD); 

13) Rehabilitasi u ran a / Pra sa rana PosyandujPolindesj PKD; 
14) Peningkatan Saranaj Prasarana PosyandujPolindesj PKD; 
15) Pengadaan SaranajPrasarana PosyandujPolindesj PKD; 
16) Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, 

Insentif kader Posb indu) ; dan 
17) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan. 

(3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 
01) Pemeliharaan jalan desa; 
02) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman j gang; 
03) Pemeliharaan jalan usaha tani; 
04) Pemeliharaan jembatan milik desa; 
05) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, 

selokan, box/slab culvert, d rainase, prasaranajalan lain); 
06) Pemeliharaan gedungjprasarana balai desa jbalai 

kemasyarakatan; 
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07) Pemeliharaan pemakaman milik desaj situs bersejarah 
milik desaj petilasan milik desa; 

08) Pemeliharaan embung milik desa; 
09) Pemeliharaan monumenjgapurajbatas desa; 
10) Pembangunan j rehabilitasi j peningkatan j pengerasan jalan 

desa; 
11) Pembangunanjrehabilitasijpeningkatanjpengerasan jalan 

lingkungan permukimanj gang; 
12) Pembangunan j reha bilitasij peningkatan j pen gerasan jalan 

usaha tani; 
13) Pembangunanj rehabilitasij peningka tan jem batan milik 

desa; 
14) Pembangunanjreh a bilitasijpeningkatan prasarana jalan 

desa (gorong-gorong, selokan, boxj slab culvert, dra i ase, 
prasarana jalan lain); 

15) Pembangunanjreh a bilitasi jpeningkatan balai desa j balai 
kemasyarakatan; 

16) Pembangunanjrehabilitasijpeningkatan pemakam n milik 
desaj situs bersejarah milik desaj petilasa n; 

17) Pembuatanjpemutakhiran peta wilaya h dan sosial desa; 
18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa ; 
19) Pembangunanjreh a bilitasij peningkatan embung desa; 
20) Pembangunanjreh a bilitasi jpeningkatan m onumenj 

gapurajbatas desa; 
21) Rehabilitasijpeningkatanjpen gerasan Jalan Desa ; 
22) Rehabilitasijpeningkatanjpengerasan Jalan Lingkungan 

Permu kim a n j Gang; 
23) Rehabilitasi/peningkatan/pen gera san J alan Usaha Tani; 
24) Reha b ilitasi/ peningkatan/pengera san Jemba tan Milik 

Desa; 
25) Rehabilitasi j peningka tan pra sarana J alan Desa (gorong­

gorong, selokan, boxj slab culvert, d raina se , prasarana 
jalan lain); 

26) RehabilitasijPenin gkatan Bala i DesajBalai 
Kemasyarakatan; 

27) Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa; 
28) Rehabilita sij Pen in gkatan Embung Desa ; 
29) Rehabilita sijPeningkatan MonumenjGapurajBatas Desa; 

dan 
30) lain-lain kegia tan sub bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 
(4) Sub Bidang Kawasan Permukiman : 

01) Dukungan pelaksanaan program pembangunanj 
rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN 
(pemetaan, validasi, dll.) ; 

02) Pemeliharaan sumur resapan milik desa; 
03) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air / 

tandon penampungan air hujanjsumur bor, dll.); 
04) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga 

(pipanisasi, dll.); 
05) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, 

selokan, parit, dll. , di luar prasarana jalan); 
06) Pemeliharaan fasilitasjamban umum/MCK umum, dll.; 
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07) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ 
permukiman /penampungan, bank sampah, dll.); 

08) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air 
lim bah rumah tangga); 

09) Peme1iharaan taman/taman bermain anak milik desa; 
10) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sumur resapan; 
11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih 

milik desa mata air / tandon penamp ngan air hujan 
/ sumur bor, dll); 

12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan rur 
bers ih ke rumah tangga (pipanisa si, dll); 

13) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi 
permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dl. , d 'luar 
prasarana jalan) ; 

14) Pembangunan/reh a bilitas/peningkatan fasilitas jamban 
umum/MCK umu m , dll; 

15) Pembangunan/reh a bilitasi/peningkatan fasilitas 
pengelolaan sam pah desa/ permukiman (penam ungan, 
bank sampah, d ll); 

16) Pembangunan/reh a bilitasi/peningkatan sistem 
pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah 
tangga); 

17) Pembangunan/ reh abilitasi/peningkatan taman/taman 
bermain anak milik desa; 

18) Pemugaran/Reha bilitasi Rum a h Tida k Layak Hu n i (RTLH) 
GAKIN; 

19) Pemban gunan ja m ban individu bagi keluarga kurang 
mampu ; 

20) Rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah Desa/ 
Permu kim a n ; 

2 1) Peningkatan fasilitas pengelola an ampa h Desa/ 
Permukiman; 

22) Rehabilitasi Su m ber Air Bersih Milik Desa (Mata 
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumu r Bor, dll); 

23) Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata 
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Su mur Bor, dIll; 

24) Rehabilita si/Peningkatan Sumur Resapa n; 
25) Rehabilita si/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah 

(Drainase, Air limbah Rumah Tangga); 
26) Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak 

Milik Desa; dan 
27) lain-lain kegiatan sub bidang kawasan pemukiman. 

(5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup : 
01) Pengelolaan hutan milik desa; 
02) Pengelolaan lingkungan hidup desa; 
03) Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran ten tang 

lingkungan hidup dan kehutanan; 
04) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan 

hidup. 
(6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : 

01) Pembuatan rambu-rambu dijalan desa; 
02) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan 

poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk 
warga, dll.); 
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03) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi 
dan informasi lokal desa; 

04) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, 
dan informatika. 

(7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : 
01) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif 

tingkat desa; 
02) Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sarana dan 

pra sarana energi alternatif tingkat desa; 
03) Reha bilitasi/ Peningka tan Sarana dan Pra sa rana Energi 

Alternatif tingka t Desa ; dan 
04) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan su m b r daya 

mineral. 
(8) Sub Bidang Pariwisata : 

01) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisa ta milik 
desa; 

02) Pembangunan/ reh abilitasi /peningkatan sarana dan 
prasarana pariwisata milik; 

03) Pengem bangan pariwisata tingkat desa; 
04) Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata Milik Desa; dan 
05) lain-la in kegiatan sub bidang pariwisata. 

3) Bidang Pembinaan Kem asya rakatan Desa 
Klasifikasi Bidang Pem binaan kemasyarakatan Desa terbagi 
dalam : 
(1 ) Sub Bidang Keten teraman, Ke tertiban dan Pelindungan 

Masyara kat : 
01) Pengadaan/ penye1en ggaraan pos keaman an desa 

(pem banguna n pos , pengawasan pela ksanaan jadwal 
rond a/ p a troli, d ll); 

0 2) Penguata n dan pen ingka tan kapa sita s tenaga 
keamanan/ketertiban oleh pem erin tah desa (Satlinmas 
desa); 

03) Koordinasi pembinaan ketenteram an, k etertiban dan 
pelindunga n masyarakat (dengan m asyarakat/instansi 
pemerin ta h da erah, d ll) skala lokal desa; 

04) Pelatihan kesiaps iagaan/tanggap bencana skala lokal 
desa; 

05) Penyediaan pos kes iapsiagaan bencana skala lokal desa; 
06) Bantuan hukum u n tuk aparatur desa dan masyarakat 

miskin; 
07) Pelatihan / penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di 

bidang hukum dan pelindungan masyarakat; 
08) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban 

umum dan pelindungan masyarakat. 
(2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan : 

01) Pembinaan grup kesen ian dan kebudayaan tingkat desa; 
02) Pengiriman kon tingen group kesenian dan kebudayaan 

sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten; 
03) Penyelenggaraan fest ival kesenian, adat/kebudayaan, 

dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar 
keagamaan, dll.) tingkat desa; 
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04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaanj rumah 
adatj keagamaan milik desa; 

05) Pembangunanj rehabilitasij peningkatan sarana dan 
prasarana kebudayaan jrumah adatjkeagamaan milik 
desa; 

06) Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma; dan 
07) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan 

keagamaan. 
(3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga: 

01) Pen giriman kon tingen kepemu daa n da n olah raga 
sebagai wakil desa d i tingkat kecamatan da n ka bupaten; 

02) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepem u daan, 
penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa; 

03) Penyelenggaraan festivaljlomba kepemudaan dan olah 
raga tingkat desa; 

04) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemu d aan dan 
olah raga milik d esa; 

05) Pembangunanjrehabilitasijpeningkatan sarana dan 
prasarana kepem udaan dan olah raga milik desa; 

06) Pembinaan kara ng tarunaj klub kepemudaan j klub olah 
raga; dan 

07) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan an olah 
raga. 

(4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat : 
0 1) Pembinaan lembaga adat; 
02) Pembinaan LPMD; 
03) Pem binaan PKK; 
04) Pela tihan pembinaan lemba ga kemasyarakatan; 
05) lain -lain kegiata n sub bidang kelembagaan m asyarakat. 

4) Bidang Pem berd ayaan Ma syara kat Desa: 
Klasifika si Bidang Pem berdaya a n Masyarakat Desa terbagi 
dala m: 
(1) Sub Bidang Kelauta n dan Per ika n an : 

0 1) Pem eliharaan karambaj kolam perikanan darat milik 
desa; 

02) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungaijkecil milik 
desa; 

03) Pembangunan j rehabilitasi j peningkatan karambaj kolam 
perikanan darat m ilik desa; 

04) Pembangunan j rehabilitasijpeningkatan pelabuhan 
perikanan sungai jkecil milik desa; 

05) Bantuan perikan an (bibitjpakanj dst); 
06) Pelatihanjbimbingan teknisjpengenalan tekonologi tepat 

guna untuk perikanan daratj nelayan; dan 
07) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan. 

(2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan : 
01) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi 

dan pengolahan pertanian, penggilingan padi jj agung, 
dll); 

02) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan 
pengolahan peternakan, kandang, dll) ; 

03) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung 
desa, dll); 
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04) Peme1iharan saluran irigasi tersier j sederhana; 
05) Pelatihanjbimbingan teknisjpengenalan teknologi tepat 

guna untuk pertanianjpeternakan; 
06) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier j Sederhana; 
07) PelatihanjBimtekjPengenalan Teknologi Tepat Guna 

untuk Peternakan; dan 
08) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan. 

(3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa : 
01) Peningka tan kapasitas kepa la desa; 
02) Peningka tan kapasitas perangkat desa; 
03) Peningka tan kapasitas BPD; 
04) Peningkatan peran serta masyaraka t 

musyawarah desa dalam penentuan 
pemerintahan Desa ; 

m elalui 
keb ijakan 

0 5) lain-lain kegia tan sub bidang peningkatan ka p asitas 
aparatur desa. 

(4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindun ga Anak 
dan Ke1uarga : 
01) Pelatih a njpenyuluhan pem berdayaa n peremp a n ; 
02) Pelatihanjpenyuluhan perlindun gan a n ak; 
03) Pelatihan dan penguatan penyandang difabe1 

(penyandang disabilitas); 
04) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 
(5) Sub Bidang Kopera s i, Usaha Mikro Kecil dan 

(UMKM) : 
enengah 

01) Pela tih a n m a n a.Jemen pengelolaan kopera sijKUDj 
UMKM; 

02) Pen gembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan 
menengah serta koperasi; 

03) Pengadaan teknologi tepat guna u n tuk pen embangan 
ekonomi pedesaan non -pertan ian; 

04) Pengem bangan p roduk u n ggulan Desa; 
05) Pengembangan p roduk unggula n Kawasan Desa; dan 
06) la in-lain kegiatan sub bidang koperas i, usaha kecil dan 

men engah. 
(6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal: 

01) Pemben tukan BUM Desa (persia pan dan pembentukan 
awal BUM Desa); 

02) Pe1atihan pengelola an BUM Desa 
dilaksanakan oleh desa); 

(pe1atihan yang 

03) Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan 
yang dilaksanakan di luar Desa) ; dan 

04) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal. 
(7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian : 

01) Peme1iharaan pasar desajkios milik desa; 
02) Pembangunanj rehabilitasijpeningkatan pasar desajkios 

milik desa; 
03) Pengembangan industri kecil tingkat desa; 
04) Pemben tukanj fasilitasij pelatihan j pendampingan 

ke1ompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, 
industri rumah tangga, dB); 

05) RehabilitasijPeningkatan Pasar DesajKios milik Desa; 
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06) FasilitasijPelatihanjPendampingan kelompok usaha 
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah 
tangga, dll); 

07) 07) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan 
perindustrian. 

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak Desa. 
Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, 
dan mendesak desa terbagi dalam : 
(1) Sub Bidang Pen a nggulangan Bencana 00 

Pena n ggulangan Bencana 
54 Be1anja Tak Terduga 
(Penggunaan pe1aksanaan kegiatan penanggulangan 
bencana a lam dalam pelaksanaannya te1ah te · adinya 
bencana alam yang mana untuk penyelesaiannya d i la ukan 
dengan segera) 

(2) Sub Bidang Keadaan Darurat 00 
Keadaan Darurat 
54 Belanja Tak Terdu ga 

(untuk pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya 
kerusakan dan j a tau terancamnya penyelesaian 
pembangunan sarana dan prasa rana a kibat kenaikan 
harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar 
masyarakat) 

(3) Sub Bidang Keadaan mendesak 00 Keadaan Mendesa k 
54 Belanja Tak Terdu ga 

• Ba n tuan Langsung Tunai (BLT) bagi ma syarakat 
m iskin dan rentan (sesu ai keten tuan peraturan 
perundangan yang berlaku ); 

• Kegiatan lain-la in sesuai kebu tuhan desa. 

4) Be1anja Desa terdiri dari : 
a) Belanja pegawai : 

(1) d igun akan u ntuk penghasilan tetap , tunjangan, penerimaan 
lain , da n pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa , serta tunjangan BPD; 

(2) be1anja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; 
(3) pembayaran jaminan sosial sesuaJ. dengan ketentuan 

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman 
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa. 

b) Belanja barangj jasa : 
(1) Belanja barangjjasa digunakan untuk pengeluaran bagi 

pengadaan barangj jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 
(dua be1as) bulan. 

(2) Be1anja barangj jasa digunakan antara lain untuk : 
(a) operasional pemerintah desa; 
(b) pemeliharaan sarana prasarana desa; 
(c) sosialisasijrapat jpelatihanjbimbingan teknis; 
(d) operasional BPD; 
(e) insentif RT jRW; dan 
(f) pemberian barang pada masyarakatjkelompok masyarakat. 
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(3) Insentif RTjRW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e 
yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RTjRW untuk 
membantu pe1aksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, 
serta pemberdayaan masyarakat desa. 

(4) Pemberian barang pada masyarakatjkelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan 
untuk menunja ng pelaksanaan kegiatan desa. 

c) Belanja m odal : 
Merupakan pengad a a n ba ra ng yang nilai m anfaatnya lebih dari 12 
dua belas) bulan d an menambah aset dan u n tu k kegiatan 

penyelenggaraan kewena ngan desa. 
d) Belanja tak terduga : 

Merupakan belanja u n tuk kegiatan penanggulangan ben cana, 
keadaan darurat, dan keada an mendesak yang berskala 10 a l Desa 
dengan ketentuan : 
(1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pem erintah 

Desa dan tidak dapat d iprediksikan sebelumnya; 
(2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan 
(3) berada di luar kendali pemerintah desa. 

c . Pembiayaan Desa 
Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan ya n g perlu 

dibayar kembali danj atau pen geluaran yang akan diterim a kembali, 
baik pada tahun a nggaran yang bersangkutan m aupun pa a tahun 
anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terd iri atas kelompok : 
1) Penerim aan pem biayaan 

a) SiLPA tahun sebelu mnya 
SiLPA seba ga imana dimaksud me1ipu ti pe1ampa u an pe enmaan 
pendapa tan terha dap bela nja, penghem a tan belanja, dan sisa 
dana kegiatan yang belu m selesai atau lanju tan. 

b) Pencairan dana cadanga n 
Penca iran dana cadan gan digun akan untuk m enganggarkan 
kebutu han dana cadan gan yang se1anjutnya d icatat dalam 
penerimaan pembiayaan da lam APB Desa. 

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 
bangun an. 
Hasil penjualan kekayaan desa ya ng dipisahkan dicatat dalam 
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan. 

2) Pengeluaran pembiayaan Pen geluaran pembiayaan terdiri atas : 
a) Pembentukan dana cadangan 

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana 
cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit 
memuat: 
(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
(2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
(3) be saran dan r incian tahu nan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
(4) sumber dana cadangan; dan 
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(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan 
dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas 
penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang 
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana 
cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala 
Desa. 

b) Penyertaan modal 
(1) penyertaan moda an tara lain d igun akan un tuk 

menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang 
diinvesta sikan dalam BUM Desa untuk m eningkatkan 
pendapatan desa a tau pelayanan kepada masyarakat; 

(2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang 
dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pem layaan 
dalam APB Desa; 

(3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas des dan 
bangunan tidak dapat dijua1; 

(4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses Laporan 
Keuangan BUM Desa selama 2 (dua) tahun serta analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u n dangan. 

3. Ca ra Mengisi Format APB Desa 
a . Rencana pendapatan m emuat kelompok dan jenis penda patan Desa, 

yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis da n Objek 
pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa 
yang diteta pkan d en gan Peraturan Kepala Desa. 

b. Rencana belanja terbagi atas kla sifikasi bida n g dan klasifikasi ekonomi. 
Klasifika si bidang terbagi a tas sub bida n g dan kegiatan. Klasifikasi 
ekonomi diura ikan menu rut jenis belanja, objek belanja, dan rincian 
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangka n dalam 

enjaba ran APB Desa yang d itetapkan dengan Pera turan Kepala Desa. 
c. en cana pembiayaa n memua t kelom pok penerim aan pem biayaan yang 

dapa t digunakan untuk m enutup defisit APB Desa dan pengeluaran 
pem biayaan yang digunakan u ntuk memanfaa tkan surplu s APB Desa 
yang masing-masing d iuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, 
pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan 
dituangkan dalam penjabaran APB Desa . 

4. Format APB Desa dan Penja baran APB Desa diwajibkan mengacu pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pad a Peraturan 
Menteri dimaksud. 
Dalam penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa Tahun 2024, 
Pemerintah Desa di haruskan memakai Sistem Aplikasi Pengelolaan 
Keuangan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian 
Dalam Negeri Republik Indonesia. 
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E. HAL KHUSUS LAINNY A 

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
APB Desa, di antaranya : 
1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan 

dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan 
material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong­
royong dengan melibatkan partisipa si masyarakat u ntuk memperluas 
kesempatan kerja , dan pemberdayaan masyarakat setem pat. 

2. Penyalu ran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dan a Desa , Dana Bagi 
Hasil Pajak Daera h dan Retribu si Da erah, Bantuan Keu a n gan kepada 
Pem erintah Desa dari APBN / APBD tahun 2024 berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundan g-undangan yang berlaku. 

3 . Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk B M esa 
m eliputi : 
a . adanya Peraturan Desa tenta ng Pendirian BUM Desa yang m e gatur 

tentang: 
1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisa si BUM 

Desa; 
2) modal usaha BUM Desa; 
3) j enis usaha BUM Desa; 
4) An gga ra n Dasar dan Anggara n Rumah Tangga BUM Desa dan 

pen gisian calon pengurus BUM Desa ; 
. adanya kajian m engenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Opera sional, dan 

keuntungan BUM Desa; dan 
c . adanya Pera turan Desa ten tang Penyertaan Modal BUM Desa yang 

m emuat paling sed ikit : 
1) jumla h modal ya n g disertaka n; 
2) mekanisme pengembalia n m od a l; 
3) aloka si keu ntu n gan u n tuk desa setiap periode pengelolaan ; 
4) h ak dan kewaj iban pihak desa dan BUM Desa secara kel mbagaan; 
d a 
5) jangka waktu penyertaan m odal. 

4. Dalam hal terdapat belanja ya n g belum term u at dalam Standar Satuan 
Harga Kabupaten , teta p i pemberi bantuan m emperbolehka n jenis belanja 
terse but , m aka belanja terse but dapat dianggarkan oleh Desa secara 
efektif dan efisiensi. 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan 
bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai 
dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta 
penerimaan desa lainnya seba gai a kibat pelepasan aset dan kegiatan 
sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam 
ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan 
paling banyak 30% (tiga puluh persen) . 

6. Sumber Pendapatan Desa selain Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten d iprioritaskan penggunaannya untuk 
membiayai kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai ketentuan sebagai berikut: 

NO URAIAN KEGIATAN SUMBER 
PENDAPATAN 

l. • Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat ADD 
Desa dengan rincian : 



2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 
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• Kepala Desa : paling sedikit Rp. 
2.426.640,00/bulan setara 120% dari gaji pokok 
PNS golongan ruang II / a; 

• Sekretaris Desa: paling sedikit Rp. 
2.224.420,00/bulan setara 110% dari gaji pokok 
PNS golongan ruang II / a; 

• Kepala Seksi/Kepala Urusan : paling sedikit Rp. 
2.022 .200,00 /bulan setara 100% dari gaji 
p okok PNS golongan ruang II j a ; 

Tunjangan ba gi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
diberikan dengan be saran setinggi-t ingginya 
sebagai berikut: 
• Kepala Desa : Rp. 3.000.000,00/bulan; 
• Sekretaris Desa : Rp. 2.750 .000,00/bulan; 
• Kepala Seksi/Kepala Urus a n : Rp. 

2.500.000,00/bulan; 
• Kepala Dusun : Rp. 2.000.000/bulan; 
• berlaku sama untuk Kepala Desa dan 

Perangkat Desa yang berstatus PNS. 
Tunjangan BPD diberikan setia p bulan dengan 
besaran paling sedikit sebagai berikut: 
• Ketua : Rp. 500.000,OO/ bulan; 
• Wakil Ketua : Rp. 350.000,OO/bu lan; 
• Sekretaris: Rp. 250.000,OO/bulan; 
• Ketua Bidang/ anggota : Rp. 250.000,00/bulan; 
Operasional pemerintah desa 

Operasional BPD disesuaikan dengan k emampuan 
keuangan desa 

Op rasion al Lembaga Kema syarakatan Desa 
d isesuaikan dengan kemampuan keuangan desa 

7. Untuk Tambahan Tunjangan/Tunjangan 
Kesejahteraan Aparatur Desa. Dalam pengelolaan 
dan pembagian kepada m asing-masing Aparat 
Pemerintah Desa diserahkan pengaturannya 
kepada Desa dan diteta pkan dengan Peraturan 
Desa dengan mempertimbangkan asas _berkeadilan 
dan merata. 

8. Pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan 
ketenagakerjaan bagi aparatur Desa 

9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan 
pengangkatanPerangkat Desa serta anggota BPD 

10. Kegiatan lain yang disepakati dalam musyawarah 
desa dan merupakan kewenangan desa. 

PAD/ADD/Dana 
Bagi Hasil 
PDR 

ADD / Dana Bagi 
Hasil P RD 

DD/ Dana Bagi 
Hasil P RD 
/PADes 
ADD / Dana Bagi 
Hasil 
PDRD jPADes 
ADD / Dana Bagi 
Ha s il PDRD/ 
PADes 
ADD/Dana Bagi 
Hasil PDRD/ 
PADes 

ADD 

ADD/Dana Bagi 
Hasil 
PDRDjPADes 
ADD/Dana Bagi 
Hasil 
PDRD/PADes 
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7. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APBDesa menyesuaikan parameter 
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupat i Tasikmalaya 
Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.3. 

8. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib 
dibuatkan Papan ProyekfKegiatan dan prasasti. 

9. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat mengenai 
Penyelengga aan Pem i aha Desa PPD) ahun angga ran sebelumnya 
maupun Rin gkasan APB Desa ahun angga an berjalan a gar dibuatkan 
info grafis dan ditem patkan pada tempat-tempa t yang s trat gis (minimal 
di a n tor Desa) sehin gga informasi dapat denga n mudah diketahui oleh 

a yarakat desa. 
o. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan a rga 

yang berlaku bagi Desa , beberapa hal khusus agar berpedoma n ada 
k tentuan s tandar harga Kabupa ten Tasikmalaya khusus untuk Desa . 


